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ABSTRAK  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran lebih lanjut bagaimana kedudukan peraturan desa dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan saat ini dan bagaimana mekanisme 
pembatalan terhadap peraturan desa. Isu hukum dalam penelitian ini adalah 
ketidakjelasan dan pertentangan norma. Oleh karenanya terhadap isu hukum 
tersebut, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui penafsiran dan 
harmonisasi, dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penulisan ini bahwa suatu 
peraturan juga termasuk peraturan perundang-undangan apabila diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut meskipun tidak ditegaskan 
dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan 
karena peraturan desa dibentuk berdasarkan kewenangan. Terkait peraturan yang 
mengatur pembatalan peraturan desa melalui executive review perlu dilakukan 
perubahan karena hal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi bahwa peraturan 
desa merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga 
pembatalan peraturan desa dilakukan melalui judicial review ke Mahkamah Agung.  

Kata kunci: Peraturan Desa, judicial review, Mahkamah Agung. 
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ABSTRACT 

This research is the normative legal research being done to get an idea of 
how further regulation of the village's position in the hierarchy of the current 
legislation and how the cancellation mechanism against the regulation of the 
village. The legal issue in this research is the vagueness and contradiction norm. 
Therefore against the law issues, legal materials analysis technique used is through 
interpretation and harmonization, using deductive logic. The result was that writing 
a rule also included legislation when ordered by the higher legislation or 
established on the basis of the authority. So based on these provisions though not 
asserted in article 7 paragraph (1) of the regulation of the village is the village 
regulations because the regulations were formed based on authority. Related 
regulations governing cancellation rules of the village through the executive review 
of the need for change because it was contrary to the Constitution that the 
regulation of the village is the laws and regulations under the Act, so the village 
regulations cancellation done through judicial review to the Supreme Court. 

Keywords: regulation, judicial review, the Supreme Court. 
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